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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AP, Petta Rani No.l Telp. (0411) 872164 Fax. (0411) 854010

MAKASSAR 90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR  077/4 /Thuon 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

. a.

: 1.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Assesor
pelaksanaan reformasi birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Pembentukan Tim Assesor Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 309);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 129 Tahun
2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 130);
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MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Assesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a.

melaksanakan pekerjaan yang mendukung keberhasilan
Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai Tim Assesor
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Badan.

Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal (2 Februan 2020

KEPALA BADAN,

H. SUMARDI, §.90s., M.Si
Pangkat : Pemifna Utama Muda
NIP. 19680824 199103 1 010

Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN

NOMOR 077 AT /TAnun 1020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

TIM ASSESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEDUDUKAN
NAMA / JABATAN DALAM TIM KET.
Kepala Badan Pengarah
Sekretaris Ketua
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Sekretaris
Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Anggota
Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Anggota
Informasi
Kepala Sub Bidang Pembinaan Teknis Anggota
Administrasi Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Pengawasan Anggota
Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum dan Anggota
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Kepala Sub Bidang Peraturan Pendapatan Anggota
Daerah
11. | Ma’mur Kadir, SE., MM Tim Assesor
12. | Gunawan Aris M, SE., Ak Tim Assesor
13. | Suweidy Suriyadi, SE Tim Assesor

KEPALA BADAN,

H. SUMARDI, S.$os., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680821 199103 1 010




